
WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 1r; TAHUN 2010 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPAOU KOTA PALEMBANG 

M nim~ang 

M ngingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa dalam rangka rrienindaklanjuti ketentuan Pasal 47 
Peraturan Pemerlntah Nomor 41 Tahun 2007 lentang Organisasi 
Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2008 tentang Pedornan Organisasi dan Tata Keija Unit 
Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah serta dalam rangka 
menihgkalkan pelayanan masyarakat di bidang perijinan. maka 
perlu membentuk Kantor Pelayanan PerlzlnanTerpadu; 

b. bahwa pernbentukan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, lelah mendapalkan 
persetujuan DPRD l<o.ta Palembang r:nelalul Keputusan Pimpinan 
Dewan Perwaklian Rakyat Daerah Kola Palembang Nomor 03 
Tahun 2010 !entang Pem~ntukan, Susunan Orga-ni~asi dan Tata 
Keija Kantor Pelayanan PerjJlnan Terpadu Kota Palembang. 

c. bahwa berdasar1<an pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, maka perlu diatur dan dltetapkan dengan Peraturan 
Walikota Palembang tentang Pembentukan, Susunan Organisasl 
Dan Tata Kerja Kantor :Pelayanan Perijinan Terpadu Kota 
Palembang. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 lentang Pembenlukan 
Daerah Tingkar II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara 
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Und~ngan (Lembaran Negara RI Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan1Lembaran Negara Nomor 4389); 

3. Undang-Uhdang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin~han 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaitnana telah diubah 
lerakhlr kall dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pewbahan Undahg~Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Oaer;ah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 
Nomor .59, Tampah~n LemQaran Negara N9mor 4844}; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 · tentang Perinibangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004. Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 
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5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 200·9 lentang Pelayanan P1,1blik 
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5038); 

6. Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pem~rintah.an Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan• Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara 
RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbarao Negara Nomor 
4737); 

7. Peraturan Pernerintah Nomor .41 Tahun 2007 lenlang Pedoman 
Organisasi P~rangkat Daerah (Lembaran NimaFa RI Tahun 2007 
Neiner 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4741); 

8. Peraturan Menteri Datam Negeri Nornor 24 Tahun 2006 teotang 
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Salu Pintu 
(PTSP); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organfsasi Perangkat Daerah; 

10. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Pedoman ·organisasi dan Tata KerJ<il Unit Pelayanan Perijinan 
Terpadu di Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerin~han Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 

12. Peraturan Da.e.rah Kola Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kota Palembang (Lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 2008 
NomQr 9); 

13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis Oaerat:i Kola Palembang (Lembaran Daerah Kola 
Palembang Tahun 2008 Nomor 10); 

14. Peraluran Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Pembenlukan Organisasi dan Tata. Kerja Kecamatan dan 
Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 
Nomor 11); 

WALIKOTA PALEMBANG 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENT ANG 
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA 
PALEMBANG. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasa11 

Dalam Peraturan ini. yan'g dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Palembang. 
2. Pemerintah Ko~ adalah Pemerintah Kola Palembang. 
3. Walikota adalah Walikota Aalembang. 
4. Wakil Walikota adalah Wal~il Walikota Paiembang. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kola Palembang. 
6. Dewan Perwakilari Rakyat Daerah, yang selanjutnya ·dlsing~at 

DPRD adalah Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kola 
Palembang. 
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7. Kantor Pe-layanan Perijlnan Terpadu adalah Kanto.r Negara 
Perijinan Terpadu Kota Pale-mbang. 

8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Periflnan Terpadu 
Kota Palembang. 

9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada 
Kantor Pelayanan Perijinan Terpad1.1 Kola Palembang. 

10. Kepala Seksi Pelayanan adalah Kepala Seksi Pelayanan pads 
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang. 

11. Kepala Seksi lnformas1 clan Pengembangan Kinerja adalah 
Kepala Seksi lnformasi dan Pengembangan KJnerja pads Kantor 
Pelayanan Perijinan Terpad,u Keila Palembang. 

12. Kepala Seksi Regulasi dan Pelayanan Pengaduan adalah Kepala 
Seksi Regulasi dan Pelaya11an Pengaduan pada Kantor 
f?elayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang. 

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebul SKPD 
-adalah Satuan Kerja Peran~kat Daerah Kota Palembang. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
dlsebut APBD adalah Anggaran Pendapatan ·dan Belanja Daerah 
Kota Palembang. 

15. ljin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota 
Palembang berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum 
lalnnya yang merupakan bukti legalltas. menyatakan sah atau 
memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan 
usaha atau kegiatan tertentu. 

16. Non ljin adalah pemberian legafitas kepada seseorang dalam 
bentuk tanda daftar, rekomendasl, fatwa ata1.1 lainnya. 

17. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau 
pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk ijin maupun 
tanda daffar usaha. 

18. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap 
waktu, prqsedur, biaya pemberian p,erijinan dari non ljin. 

19. Penyelenggaraan Pelayanan Penjinan Terpadu adalah Kegiatan 
Penyelengaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang 
proses pengelotaannya mulai dari tahap permohonan sampai 
ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam sa1u 
pintu dan satu tempat. 

20. Jenls Pelayanan adalah , perijinan yang diketola oteh Unit 
Pelayanan Perijinan Terpadu. 

21. Persyaratan adalah syaral-syarat yang harus dipenuhi dalam 
Pengurusan suatu jenis pelayanan. 

22. Sarans dan Prasarana aaatah fasilitas yang diperlukan dalam 
penyelenggaraan pelayanar. 

23. Waklu Pelayanan adalah walctu yang dipertukan untuk 
menyelesaikan seluruh proses perijinan dan non ijin. 

24. Tim Teknis adatah kelompok ~erja yang lerdiri dafi unsur-unsur 
Saluan Kerja Perangkal Daerah terkait yang mempunyai 
kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk 
mengambil kepulusan dalam memberlkan rekomendasi mengenai 
diteriina atau ditolaknya suatu permohonan ijin yang memerlu.kan 
pertimb1:1ngan teknis. 

25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negerl 
Sipil yang diberi tugas, wew~nang dan nak secara penuh oleh 
pejabat yang •beiwenang unluk melaksanakan kegialan yang 
sesuaj deogan profesinya dalan1 rangka mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas. 



BAB II 
PEMBENTUKAN 

PasaJ 2 

Dengan Peraturan ini, dibentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. 

BAB Ill 
KEDUDUKAN, TUGASJ FUNGSI DAN KEWENANGAN 

Pasal 3 

4 

Kantor Pe!ayanan Pen'Jlnan Terpadu dlpimpln oleh seorang Kepala 
Kantor yang berkedu(lukan dll;>awah dan bertanggungjawab kepada 
Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Pasa.14 

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu me"1punyai tugas 
melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan 
adminis.trasi di bidang pefijinan secar.i l!,!rpadu dengan prinsip 
koordinasi, lnlegrasl, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan 
kepastian. 

Pasat 6 

Untuk melaksanakan tugas ~ba,gpimana dimaksud dalam Pasal 
4, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyal fungsi : 
a. Pelaksanaan penyusunan program. 
b. Penyelenggaraan pelayanan perijinan gan non perijinan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Kota. 
c. Pengelolaan administrasi perijinan dan non perijinan. 
d. Pelaksana:an koordinasi proses pelayanan perijinan. 
e. Pemantauan dan evaluasi proses pelayanan pen1inan. 

Pasal 6 

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai kewenangan : 
a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangka1 Daerah 

dalam penyelenggaraan perijinan dan non perijinan. 
b. Menandatangani dokumen perijlnan. 
c. Melakukan penyederhanaan prosedur perijinan. 
d. Melakukan penyederhanaan persyaratan, jumlah den jenis 

per!Jinan bersan'la..sama dengan unsur-unsur lain di lingkungan 
Pemerintah Kola. 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 7 

(1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdlri 
dari : 
a. Kepala Kantor. 
b. Kepala Sub '3agian Tata-Usaha. 
c. Kepala Seksl Petayanan. 
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d. Kepala Sel(si lnforr:nasi ((an Pengemb.angan Kinerja. 
e. Kepala Seksi Regulasi dan Pelayanan Pengaduan. 
f. Tim Teknis. · 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Ba.gan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijihan Terpadu 
Kota Palembang, sebagaimana lercantum dalam Lampiran 
Peraturari ini. 

Bagian Pertama 
Kepala Kant.or 

PasalB 

Kepala Kantor set>?gaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) 
huruf a, mempunyai ,tugas melaksanakan sebc1gian tugas di bldang 
penyelenggaraan pelayanan 'perijinan dan non perijinan sesuai 
dengan kewenangannya berdasarl<an ketentuan p-eraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

_Pasal 9 

Untuk me_laksanakan tugas tebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8, Kepala Kantor mempunyai fungsi : 
a P~nyusunan program da'n perumusan kebijakan di bidang 

pelayan.;1n perijinan terpadu. 
b. Penyelenggaraan penyederhanaan prosedur perijinan, 
c. Pelaksanaan koordinasi dengan Sa1ui;in Kerja Perangkat Daerah 

teknis terkait. 
d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansl terkait. 
e. Pelaksanaan Kerjasama dengan plhak-pihak terka•it dalam rangka 

pengembangan kinerja kantor pelayanan perijinan terpadu. 
f. Penyelenggaraan monitorin\;fdan evaluasl. 
g. Pelaporan pelaksanaan tugas. 

Ba~lan Kedua 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 10 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengetoia urusan administrasi 
ketata1,1sahaan yang mefiputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, 
perencanaan, rumah tangga, Evaluasi dan pelaporan. 

Pasal 11 

Untuk m~laksanakan tugas :sebagaimana dima~ud dalam Pasal 
10, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana kegia!an dan program kerja kantor. 
b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan admiriistrasi 

perjalanan dinas. 
c. Pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan. 
d. Penyelenggaraan urusan ~clminislrasi kepegawaian. 
e. Pelaksanaan analisis pengembangan Sumber Daya Manusia. 
r. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan pertengkapan. 
g. Peoyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas. 
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai 

dengan tugas dan fungsinya, 
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Baglan Ketlga 
Kepala Seksi Pelayanan 

PasaJ 12 

Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayal 
(1) huruf c. mempunyai tugas: rnenyelenggarakan proses pelayanan 
perijinan dan melakukan koordinasi serta penelitian terhadap 
dokumen perijinan. 

Pasal 13 

Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud datam Passi 
12. mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pelayanan. 
b. Perurnusan k~bijakan teknis pelayanan perijinan, 
c: Penyelenggaraan proses perijinan, meliputi penerirnaan berkas, 

meneliti, memproses perijinan dan dokumen lain serta 
menyeral:ikannya kepada pl;imohon. 

d. Pelaksanaan koordinasi der,gan Tim Teknis dan SKPD terkait. 
e. P~nyusunan den penyampc\ian laporan pelaksanljlan tu9as. 
f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi. 

Bagian Keempat 
Kepala Sekel lnfonnaal dan Pengembangan Kinerja 

Pasal 14 

Kepala Seksi lnfom,asi .dan Pengembangan Kinerja sebagaimana 
dimaksud dalam PasaJ 7 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas 
melak~nakan peny~baran informasi meng~nal pelayanan perijinan 
dari melakukan up·aya,upaya ,pengembangan kin8lja dalam rangka 
peningkatan mutu pelayanan. 

Pasal15 

Kepala Seksi lnformasi dan Pengembangan Kinerja sebagalmana 
dimaksud dalam Passi 14, mempunyal fungsi: 
a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksl lnformasi dan 

Pengembangan Kinerja. 
b. Penyebaran dan pengemban-gan media inforn,asl mengenai 

pelayanan perijinan, sosial.isasi dan penyuluhan baik melalul 
media cetak, eleklronik dao teknologi informasi langsung kepada 
masyarakat. 

c. Penyelenggaraan pengembangan l<inerja antara lain melalui 
sistem leknologi informasl ketatalaksanaan. 

d. Penelahaan dan perumusan kerjasama dengan inslansi 
pelayanan lainnya. 

e. Penyanipalan laporan kegiatan perijinan setiap 3 .(tlga) bulan 
sekali kepada SKPD terkait. 

r. Penyusunan dan penyamp~an laporan pelaksanaan tugas. 
g. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi. 

Baglan Kalima 
Kepala Seksl Regulaal den Pelayanan Pengaduan 

Pasal 16 

Kepala Seksi Regulasl dan felayanan Pengaduan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas 
melakukan telahaan dan mengkaji peraluran-peraturan di bidang 
perijinan dan menindaklan]uU pengaduan masyarakat terhadap 
pelayanan yang dibetikan. 
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Pasal17 

Kepala $eksi Regulasi dan Pelayanan Pengaduan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16, mempunyal fungs1 : 
a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Regulasi dan 

Pelayanan Pengaduan. 
b. Penelahaan· dan pengkajian peraturan•peraturan di bidang 

perijinan. 
c. Pelaksanaan analisis, penelilian dan menlndaklanjuti pengaduan 

yang masuk. 
d. Penyusunan laporan pertanggun•gjawaban atas penangarianan 

pengaduan. · 
e. Penyiapan fasilitas layanan pengaduan, antara lain fonnulir 

pengaduan, kc;,tak pengadu/3n, nielalui SMS ataupun telephon. 
f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis terkalt. 
g. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas. 
h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi. 

Baglan Keenam 
Tim Teknis 

Pasa1 1a 

(1) Tim Teknis sebagalmana d lmaksud dalam Pas<1I 7. ayat (1) huruf 
f, terdiri dar i Pejabat ·SKPD terf<ait yang mempunyal kompetensi 
dan kemampuan sesuai dengan bidangnya yang ditet,apkan 
dengan keputusan Wallkota. 

(2) Tim Teknls sebagaimana dlmaksu.d pa<la ayat (1 l. 
bertangungjawab kepada .Kepala Kantor melalui Kepala Seksi 
Peliiyanan. 

Pasal 19 

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai 
tugas memberikan saran dan pertlmbangan dalam tangka 
memberikan rekomendasi mengenai diterimanya atau ditolaknya 
suatu pennohonan perijinan. 

Pasal20 

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. mempunyai 
fungsi: 
a. Pela.ksanaan analisis dan kajian sesuai dengan bidangnya. 
b. Penyelenggara·an pemeriksaan teknis di lapangan. 
c. Pemberian saran dan pert\mbangan serta membetikan 

rekomendssi kepada Kepala Kantor untuk menyetujui atau 
men~akij~. ' 

d. Pembuatan Berna Acara Pemeriksaan. 

Bagian Ketujuh 
Kelompok Uabatan Fungsional 

.Pasal21 

(1) Pada Kantor Pelayanan Peri}lnan Terpadu dapat di1etapkan 
Kelompok Jabatan Fungsional terteAtu sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsion·a1 dlpimpin oleh seorang tenaga 
fungsional senior yang ditunjuk. 
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(3) Jumlah Tenaga Fungsional dltentukan berdasarkan kebutuhan, 
kemampuan dan l:ieban kerja. 

BABV 
ESSELONISASI 

PaS:al 22 

Eselonisasi di Lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, 
ditetapkan sebagai berikut : 
a. Kepala Kantor adalah Jabatan Struktural Eleson Ill a. 
b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural 

Eselon IV a, 

BABVI 
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN 

BagJan Pertama 
Kepegawaian 

Pasal 23 

(1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu diutamakan yang mempunyal kompetensi di 
bldangnya yang ditetapkan'oleh Walikota. 

(2) Pegawai di llngkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan 
nm Teknis dapat di~rikao tunjangan khusus atau insenlif yang 
besamya sesual dengan kemampuan keuangan daerah dan 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota. . . . 

(3) Pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
diangkat dan diberhenlikan oleh Wallkota berdasarkan ketentuan 
peraluran perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Jenjang jabatan, kepangk~tan dan susunan kepegawaian bagi 
Pegawai Negeri Sipll yang .ditugaskan secara penuh dan diangkat 
dalarn Jabalan Struklural di Lin_gkungan Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu ditetapk13n sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kedua 
Keuangan 

Pasal 24 

(1) Pemblayaan penyelenggaraan kegiatan Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu dibebankan pada APBD. 

(2) Kantor Pelayanan Pen]inan Terpadu merupakan SKPO Pengguna 
Aflggaran. 

:BAB VII 
TATAKERJA 

' 

Pasal 25 
' 

(1) Kepala Kantor, Kepala St.JI;> Bagian, Kepala Seksl, Tim Teknis dan 
Kelompok Jabatan Fungsion·at dalam melaksanakan tugasnya 
wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasl, integrasi dan 
sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam 
ni:igkungan masing-masirig maupun antar Satyan Unit Kerja 
dalam lingkungan Pemerintah Kola. 
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(2) Kepala Kantor Pelayanan Rerijinan Terpadu wajib menyampalkan 
laperan penyelenggaraan perijinan secara tertulis setiap 3 {tiga) 
bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Oaerah dan kepada 
SKPD terkait. 

BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 26 

SKPD yang secara teknis te~ait dengan Pelayanan Perijinan 
Terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasan ata.s pelaksanaan perijinan. 

J3ABIX 
KETENT.UAN PENUTUP 

Pasal27 

Hal-hal yang bersifat teknis, ·sepanjang mengenai pelaksanannya 
akan dltetapkan oleh Walikota. 

Pasal 28 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota 
Palembang. · 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal 13 l'\'\aft..\:. 2010 

WAUKOTA PALEMBANG, 



BAGAN SUSUNAN ORGA.NISASI KANTOR 
P£LAYANAN PERWINAN TERPAOU KOTA PALEMBANG. 

KELOMPOK JABATAN 

7 
TIMTEKJ\'IS 

FUNGSIONAL 

SEKSI PELAYANAN 

I 
• • • • • • 

«'Umda n.o"o1't d j P.(u'""'O,oug 

11• ~ i.•oa.i,.;,~r~ :iocJo 
SiK~ff ,'.ftlS b AEMH G ~~D~G ::::, . , 

:;:ir+i1 :- i> . ~ 

KEPALA KANTOR 

SEKSI INFORMASI DAN 
PE.NGEMBANGAN KINERJA 

;,~- ·-.. •·- ·• .,......_ ,.._,, t i ' M,... 

tr.f . ff. H. l<vSI'/ ~A gAl!ltAH KOT A l'ALrMa.-.Ne, 
TA!lu:i .200.O IV0 , 10.j .J3' 

LAMPIRAN PEflATURAN WALIKOTA KOTA PALEMBANG 
NOMOR ; f'i TAHUN 2010 
TANGGAL : ~? V'l(.l re,-i;;. 2010 
TENTANG : PEMBENnJKAN, SUSUNAN O'R'GANISASI DAN 

TATA KERJA KANTOR PELA YANAN Pi:RIJINAN 
TERPAOU KOTA PALEM.BANO. 

SUB BAGIAN TATA USAHA 

SEKSIREGULASI DAN -PELAYANAN PENGADUAN 

WA~KfiTf PALEMBANG, 

lllt11~1.t:: 
H.E~DY s:~f ANA PUTRA 


